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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dokumen
Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku
Tahun 2022 telah dapat disusun. Penyusunan dokumen ini berpedoman pada keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Dokumen ini secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah
ditetapkan pada Tahun 2022.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas dukungan dan
kerjasamanya sehingga dapat tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tahun\ 2022.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita - cita bangsa bernegara serta
terwujudnya suatu tatanan pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua
pihak. Untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik perlu mengadakan perencanaan,
perjanjian kinerja dan pengukuran Kinerja sesuai batasan waktu yang telah ditetapkan dalam
kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Maluku adalah komitmen dalam menyelengarakan pemerintahan dan
pembangunan dalam mensukseskan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Maluku sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD) Provinsi Maluku.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI MALUKU

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 26 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Maluku adalah :

“ Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang ditugaskan daerah provinsi “

Berkaitan dengan Tugas Pokok tersebut, Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku adalah :

Perumusan kebijakan di bibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
Melaksanakan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
Melakukan pembinaan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ;
Melakukan pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas;

Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.
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Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu
oleh:

1) Sekretariat membawahi :
1.1 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
1.2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
1.3 Sub Bagian Keuangan dan Aset

2) Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas membawabhi :
2.1 Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Informasi Pasar
Kerja
2.2 Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas

3) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Persyaratn Kerja
membawabhi :
3.1 Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Persyaratan Kerja ; dan
3.2 Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

4) Bidang Pengawasan, membawabhi :
4.1 Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial Perempuan dan Anak dan
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
4.2 Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

5) Bidang Transmigrasi, membawabhi :
5.1 Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
5.2 Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

6) Unit Pelaksana Teknis Dinas; sebagai berikut :
- Balai Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes Maluku, membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pelayanan Keselamatan Kerja dan Hiperkes

- Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Reg.l, membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pemeriksaan Norma, Jamsostek, Perempuan dan Anak
3. Seksi Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan

- Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Reg.ll, membawabhi :
1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pemeriksaan Norma, Jamsostek, Perempuan dan Anak
3. Seksi Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan

- Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Reg.Ill, membawabhi :
1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pemeriksaan Norma, Jamsostek, Perempuan dan Anak




3. Seksi Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Reg.IV, membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha

2. Seksi Pemeriksaan Norma, Jamsostek, Perempuan dan Anak
3. Seksi Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan

Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Reg.V, membawabhi :

1. Sub Bagian Tata Usaha

2. Seksi Pemeriksaan Norma, Jamsostek, Perempuan dan Anak
3. Seksi Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan

7) Kelompok Jabatan Fungsional

1.4 TUJUAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan
diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang
memuat sasaran strategis, indikatoe Kkinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan
anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan
guna mencapai hasil (Outcome), adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi Atas
Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perjanjian Kinerja adalah :

a.
b.
C.

Intensifikasi dalam upaya pencegahan korupsi

Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik

Percepatan untuk mewujudkan menajemen pemerintahan yang efektif, transparatif
dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

Meningkatkan Akuntabilitas, Transparasi, dan Kinerja Aparatur Pemerintahan
Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
instansi pemerintah

Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

Sebagai dasar pemberian atau penghargaan dan sanksi




2.1

2.2

BAB Il
PERJANJIAN KINERJA

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun
harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan
kepada faktor - faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran
mengambarkan hal - hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan /
kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinerjik dan
berkelanjutanlima tahun.

Sasaran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun.
Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan
dalam rencana aksi atas perjanjian kinerja) sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan
dan misi dalam upaya merealisasikan visi.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat
memberikan penjelasan baik secara kuantitatif dan kualitatif mengenai apa yang akan diukur
untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah
tercapai.

Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku menggunakan indikator kinerja tingkat hasil
(outcome)dan menggambarkan ukuran keberhasilan secara keseluruhan. Sesuai Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibakan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja
Tahun 2022 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Rencana Aksi Atas
Perjanjian Kinerja)




BAB Il
PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Maluku Tahun 2022 ini merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang
akan dicapai oleh para pejabat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku.
Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini diharapkan dapat mendorong
keberhasilan peningkatan kinerja, dengan memacu Aparatur Sipil Negara yang bernaung
dibawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk lebih meningkatkan
kinerja. Demikian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini kami susun, semoga dapat
memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang akan
dicapai.

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJIA
DISNAKERTRANS PROV.MALUKU TAHUN 2022
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Diponegoro, S.P. M.M
Jabatan  : Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Murad Ismail
Jabatan : Gubernur Maluku
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangki
mencapai target kinerja Tahun 2022 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagala
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dar
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja
1) 2] [E)]
1 |Terserapnya Pencari Kerja di Pasar Kerja Besaran tenaga kerja yang ditingkatkan mendapat 27,66%
pelatihan berbasis kompetensi
2 [Mengurangi Pengangguran Melalui Penempatan Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan 3%
Tenaga Kerja dan Penciptaan kesempatan Kerja yang
Produktif
3 |Tercapainya Perlindungan dan Kesejahteraan serta |Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian 66,5%
Terpenuhinya Hak Tenaga Kerja Bersama (PB)
Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program 80.000 orang
BPJS Aktif
Besaran Pemeriksaan Perusahaan 2.240 perusahaan
Besaran perusahaan dan tenaga kerja yang mendapat 2,96%
pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan
tenaga kerja
4 |Mendorong Pengembangan Wilayah dan Pusat Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun dan 3 Kawasan
Pertumbuhan Ekonomi Baru di Kawasan difasilitasi pelayanan sosial budaya
Transmigrasi
5 |Terwujudnya Kemandirian Masyarakat dan Kawasan |[Jumah masyarakat transmigrasi lokal dan regional yang 15 kelompok
Transmigrasi diberdayakan
6 |Mewujudkan Aparatur yang Berkualitas dan Jumlah pegawai yang ditingkatkan kompetensi 10 orang
Memiliki Etos Kerja
No Program Anggaran Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 4.547.920.154 APBD
Provinsi
2 Program Perencanaan Tenaga Kerja Rp 119.999.900 ‘APBD

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIIAN KINERJIA
DISNAKERTRANS PROV.MALUKU TAHUN 2022



No Program Anggaran Keterangan

3 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Rp 955.562.492 APBD
Kerja
4  Program Penempatan Tenaga Kerja Rp 100.005.007 APBD
5 Program Hubungan Industrial Rp 220.008.181 APBD
6 Program Pengawasan Ketenagakerjaan Rp 1.293.557.366 APBD
7  Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Rp 148.271.900 APBD
8 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Rp 100.000.000 APBD
9 Program Pembinaan Ketenagakerjaan Rp 918.290.000 APBN
10 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp 2.257.606.000 APBN
11 Program Dukungan Manajemen Rp 199.280.000 APBN
12 Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Rp 196.160.000 APBN

Pedesaan dan Transmigrasi

NIP. 19630929 198902 1 003
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RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS| PROVINS| MALUKU

1 i 3 ) 5 [ 1 [ ] [ n [ [ »

1. [Terserapnya Poncari |Besaran Tenaga % 7 2% 1. [Penddkan dan Tenaga Kerja yang (Bidang Pentalatas |Program Pelatihan
Keria  Pasar Keefa (Ko yang Peaihan Kerampian Diingkatkan Kompelensinya |( Seksi Pealivan [ Kera Dan

| dtingkatkan Bagi Pencart Kefa Sebanyak 100 Orang Tenaga Karjadan [Produkinitas

mendapa Tenaga Kerja Produkivitas)  |Tenaga Kera
b Kompetensi

ompetensi

2 [Menguiang: Besaran Pencan 2 % % % 1. |Pelayanan dan [Layanan Bursa Kera yang |Bidang Pentalatas |Program
Pengangguran Melahu |Keda yang Penyedaan Informas |optrnal Daken Penyerapan  |( Seks Penempatan
Penempatan Tenaga [ Terdaflar yang [Pasar Kerja Onine [Tenaga Kerja Sefama 12 (Penempatan (Tenaga Kerja /
Kera dan Pencptaan  (Dilempatkan (Dua Belas) Bulan TenagaKera | Pengeblaan
Kesempatan Kerja yang Perluasan Informasi Pasar
Produ Kesempalan (Ko

Tnaga Kerja)
2 [Job Fa / Burs Kot Perusanaen Pesarta [ Bdang Pontaalas [Progam
Pameran Pasar Kerja / Job  |( Seksi Penempalan
Fair sebanyak 20 (Dua Penempatan Tenaga Kerja / Job
%0 0 Puluh) Perusahaan Tenaga Kerja Fair (Bursa Kefa)
Pertuasan
Kesempatan
Tenaga Kera)

3 |Tercapainya [Presentase Kasus | 25 50 % 1 F Bidang igan |P
[Perlindungan dan yang Disslesakan Hubungan Industral yang  |Industrial (Seksi  |Indulrial
Kesejahterasn Serta  |dengan Perjangan Diselesakan Dengan Penyelesaian
Terpenuhinya Hak Bersama (PB) Perjangan Bersama (PB) | Perselisihan
Tenaga Kera sebanyak 45 (Empat Puluh | Hubungan
¥ Lima) Kasus Industnal )

% 75 ) o [
Informas dan Ketentuan  |Industnal (Seksi | Indutial
Penyelesaian Persatshan | Penyelesaian
Hubungan Industrial dan | Perselishan
Data Hubungan Industrial | Hubungan
Provins Dan Industil )

Sabanyak

1 (Satu) Kegiatan

% 7% 2 Perusahaan yang Mendapal Bidang Hubungan (Program
Pembinaan Pembuaten  [Indusiial (Seksi  |Indulial
Peraturan Perusahaand  |Pengupahan
Perusahaan Sebanyak 50 | Jaminan Sosial
(Lima Puiuh Perusanaan)  [Dan Syaral Kerja)
RS
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% 3 3. [Pelaksanaan [Jumiah Anggota Lerbaga | Bidang Hubungan
| Operasional Lembaga ¥ Pemtinaan (¢
Kerjasama Tripartit LKS Tripartt Sebanyak 24 Pengupahan
Daerah Proving Orang Jaminan Sosial
Dan Syarat Kerja)
4 |Penetapan Upah [Penetapan UMP 1(5alu) SK_|Bidang Hubungan
Minimum Provinsi Industrial (Seksi
Pengupahan
| Jaminan Sosial
(Dan Syarat Kerja)
100 5 [Pengembangan [Jumiah Pekerja dan (Bidang Hubungan
Pelaksanaan Jaminan |Pengusaha yang Memahami |Industrial (Seksi
Sosial Tenaga Kerja dan| Tentang Pentingnya Proteksi | Pengupahan
Fasiltas Kesejahleraan BPIS Jaminan Sosial
Dan Syaral Kerja)
Besaran % % % % 1 Penyelenggaraan Perusahaan yang Memenuhi | Bidang
Pemeniksaan Pengawasan Kepatuhan Wajib Lapor Pengawasan
Perusahaan Ketenagakenaan Sebanyak &
5462 Perusahaan |UPTD Balai
|Pengawasan
K
[Regonal | 5.4V
Bosaran T [Penegakan Hukum Pengugan Nomma "[Bdang
[Perusahaan dan Ketenagakerjaan & Ko a ga
Tenaga Kerja Perusahaan Perusahaan sebanyak 7 &
yang Mendapal Kasus UPTD Balal
Pengujan Keselamatan Kerja
Lingkungan Kesja dan Hiperkes
dan Pemerksaan
Kesehatan
Tenaga Kerja
Terwujudnya Jurmlah 100 1 |Koordnasi dan Kerjasama Program
Sinkronisasi Kerjasame T Anlar
don | Lokal Pembangunan Kabupaten Dalam Provinsi Kawasan
Kawasan Regional yang| Transmigras! antar | Sebanyak 1(Salu)
r_h 50 50 & Penguatan SDM Dalam Program
s::mm Kawasan
Sebanyak 5 Kelompok Transmigras
(Mewuudkan Aparatur  [Jumiah Pegawai 25| 25} 25 25 1. [Administrasi [Pandidikan dan Pefatihan Program
yang Berkualtas dan [ Yang Ditingkatkan [Kepegawaian Perangkat Pegaval Berdasarkan Tugas Penunjang Urusan
[Memiiia Etos Kerja Kompelensi Daerah dan Fungsi bagi 7 Orang Daerah|
Proving
e —
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INDIKATOR & TARGET KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI MALUKU TAHUN 2022

NO SASARAN INDIKATOR TARGET
KINERJA KINERJA
Terserapnya Pencari Kerja di Pasar Besaran tenaga kerja 21,67
Kerja yang ditingkatkan

mendapat pelatihan
berbasis kompetensi

Mengurangi Pengangguran Melalui Besaran pencari kerja 3%
Penempatan Tenaga Kerja dan yang terdaftar yang
Pencari Kerja yang Produktif ditempatkan

Meningkatkan kesejahteraan dan Besaran kasus yang 68,67%
perlindungan tenaga kerja serta diselesaikan dengan
terpenuhinya tenaga kerja Perjanjian Bersama
(PB)

Jumlah Pekerja Buruh 90.000 orang
yang Menjadi
Presentase Program
BPJS

Besaran Pemeriksaan | 2.500 perusahaan
Perusahaan

Besaran Perusahaan 3,56 %
dan Tenaga Kerja
yang mendapatkan
pengujian lingkungan

kerja dan
pemeriksaan
kesehatan tenaga
kerja
Terciptanya kemandirian kawasan Jumlah kawasan 4 kelompok
transmigrasi untuk menunjang transmigrasi yang
ketahanan pangan dan dibangun dan
pembangunan daerah difasilitasi pelayanan

sosial budaya

Terwujudnya Good Governance pada | Jumlah pegawai yang 15 orang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | ditingkatkan
kompetensi




Terwujudnya Good Governance pada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah pegawai yang
ditingkatkan
kompetensi

10 orang
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